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MATRIKS PERBANDINGAN 

 

PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK 

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI 

KLATEN NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 9 TAHUN 2023 

TENTANG PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

 

Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penilaian Kinerja 

Perangkat Daerah Untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai 

Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penilaian 

Kinerja Perangkat Daerah Untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan 

Pegawai 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLATEN, BUPATI KLATEN, 

Menimbang: 

a. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, 

maka perlu pengaturan mengenai Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat 

Daerah Untuk Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja 

Perangkat Daerah Untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai; 

Menimbang: 

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan 

Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja 

Perangkat Daerah Untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan 

Pegawai, maka perlu melakukan perubahan pengaturan terkait 

pemberian penghargaan dan/atau Tambahan Penghasilan Pegawai 

mulai dari perencanaan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penilaian 

Kinerja Perangkat Daerah Untuk Pembayaran Tambahan 

Penghasilan Pegawai;  

Mengingat: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

Mengingat: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

(Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat 

Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kendal Nomor 163);  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6841); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif 

Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas 

Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);  

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897;  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif 

Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas 

Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penilaian 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5258); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6718); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 

218); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 224); 

19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan 

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penilaian 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5258);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 71); 

20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2023 Nomor 5 ); 

2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6718);  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023;  

18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 235);  

19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 224);  

20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan 

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 71);  

21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penilaian 

Kinerja Perangkat Daerah Untuk Pembayaran Tambahan 

Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 

Nomor 9); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN 

KINERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN 

KINERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK 
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PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI. 

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Klaten.  

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 

adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  

6. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP 

adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang 

diberikan kepada Pegawai ASN yang bersumber APBD dan ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati.  

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan 

organisasi negara.  

8. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan 

fungsional pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari evaluasi 

jabatan. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 9 Tahun 

2023 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Untuk Pembayaran 

Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2023 Nomor 9) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Klaten.  

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai 

ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian 

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi 

tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan.  

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  

6. Penghargaan adalah pengakuan kepada perangkat daerah atas 

prestasi yang bermanfaat bagi daerah.  

7. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP 

adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan 

yang diberikan kepada Pegawai ASN yang bersumber APBD dan 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.  
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8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu 

satuan organisasi negara.  

9. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan 

fungsional pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari 

evaluasi jabatan. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman 

penilaian kinerja perangkat daerah untuk pembayaran tambahan 

penghasilan pegawai. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah; dan 

b. Untuk meningkatkan kinerja Pegawai. 

 

BAB III 

PELAKSANAAN 

Pasal 3 

(1) Penilaian kinerja perangkat daerah untuk pembayaran tambahan 

penghasilan sebagai instrument bagi: 

a. Perangkat Daerah dalam melakukan penilaian mandiri kinerja 

perangkat daerah; dan 

b. Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah dalam melakukan validasi 

atas hasil penilaian mandiri kinerja perangkat daerah. 

(2) Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputuan Bupati.   

 

Pasal 4 

(1) Penilaian kinerja perangkat daerah untuk pembayaran tambahan 

penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:  

a. pendahuluan;  

b. indikator penilaian;  
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c. tata cara penilaian;  

d. penghitungan tambahan penghasilan pegawai;  

e. pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan penilaian 

kinerja perangkat daerah; 

(2) Penilaian kinerja Perangkat Daerah untuk pembayaran tambahan 

penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

(1) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dilakukan dengan menilai capaian 

indikator kinerja perangkat daerah sesuai kriteria yang telah ditetapkan.  

(2) Penilaian kinerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri dari: 

a. penilaian kinerja bulanan; dan 

b. penilaian kinerja tahunan. 

(3) Penilaian kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

dilaksanakan setiap bulan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya.  

(4) Penilaian kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 

pertama kali dilaksanakan pada bulan Juli 2023.  

(5) Penilaian kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

dilakukan satu tahun sekali yang dilaksanakan pada awal Bulan 

November tahun berjalan. 

 

 2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



  

Matriks Perbandingan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Maharani Sekar Tunjung Sari 9 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Klaten. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Klaten. 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 3 Maret 2023 

BUPATI KLATEN, 

ttd 

SRI MULYANI 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 22 November 2023 

BUPATI KLATEN, 

ttd 

SRI MULYANI 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 3 Maret 2023 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 22 November 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KLATEN, 

ttd 

JAJANG PRIHONO 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KLATEN, 

ttd 

JAJANG PRIHONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 52 BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 

47 

LAMPIRAN PERUBAHAN LAMPIRAN 

 

 

 


